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Kesetaraan Gender dan 
Inklusi Sosial 

Pandemi COVID-19 telah memengaruhi pencapaian kesetaraan 

gender dan inklusi sosial (GESI) di sepanjang tahun 2020. Studi oleh 

KOMPAK dan mitra mendapati bahwa pandemi memperdalam 

ketimpangan yang sudah ada sebelumnya, serta berdampak 

lebih besar pada perempuan, lansia, anak-anak, orang yang hidup 

dalam kemiskinan, pekerja migran, penyandang disabilitas, dan 

kelompok rentan lainnya.21

Studi menunjukkan bahwa kesulitan hidup kelompok miskin dan 

rentan meningkat. Akses ke layanan sosial dan mata pencaharian 

terganggu karena penurunan pendapatan yang besar. Pembatasan 

sosial dan perjalanan menghambat partisipasi kelompok rentan 

dan miskin dalam Musrenbang dan Musyawarah Khusus. 

Sebagai respons, KOMPAK memperkuat studi dan kajian kebijakan 

tentang kerentanan serta dinamika kesetaraan gender dan inklusi 

sosial (GESI). Selain itu, KOMPAK mendukung pemerintah untuk 

mengadopsi kebijakan dan program yang lebih efektif untuk 

mengatasi hambatan inklusi dan peluang partisipasi dalam 

penangangan COVID-19.

KOMPAK mengakhiri kegiatan khusus GESI pada tahun 2020, 

sebagai bagian dari transisi ke pendekatan kegiatan unggulan. 

Setelah itu, KOMPAK membuat keputusan strategis untuk 

21	 Bappenas, PUSKAPA, UNICEF, dan KOMPAK (2020), Berkejaran dengan Waktu: Kajian 
Kebijakan untuk Mengatasi dan Mencegah Dampak COVID–19 pada Anak dan Individu 
Rentan. Jakarta, Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas Republik Indonesia; DPO Network for Inclusive COVID–19 Response  
(2020), Yang Bergerak dan yang Terdampak di Masa Pandemi: Suara Disabilitas dari 
Indonesia. Laporan Asesmen Cepat Dampak COVID19- bagi Penyandang Disabilitas, 
Jakarta; PEKKA (2020) Laporan Pemantauan Program Bantuan Sosial COVID–19.
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mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial di semua tingkat dan tahapan 

kebijakan, program, dan proyek. Melalui pendekatan pengarusutamaan, KOMPAK dapat 

mengadvokasi isu-isu GESI dengan lebih baik sebagai bagian integral dari kegiatan unggulan di 

tingkat nasional dan daerah. Utamanya dengan secara langsung melibatkan mitra Organisasi 

Masyarakat Sipil (OMS), Disabled People’s Organization/DPO (organisasi penyandang disabilitas), 

dan masyarakat. Bagi KOMPAK, hal pentingnya adalah semua kegiatan khusus GESI yang diakhiri 

secara bertahap telah diadopsi oleh pemerintah daerah atau dilanjutkan oleh OMS.

Pada tahun 2020, sebagai langkah penting dalam kegiatan pengarusutamaan, KOMPAK 

memperkenalkan GESI tagging dalam sistem informasi manajemen (SIM) internal. Hal ini 

memungkinkan pendekatan yang lebih sistematis untuk memberikan masukan teknis terkait 

GESI di semua kegiatan unggulan. KOMPAK melakukan 923 kegiatan di tahun 2020, dengan 196 

di antaranya melaporkan langkah-langkah pengarusutamaan GESI. Pada tahun 2021, KOMPAK 

akan fokus pada pengambilan data terpilah untuk aspek disabilitas dalam semua kegiatan 

unggulan.

Memperkuat Sumber Daya Bukti dan Kebijakan tentang 
Gender, Kelompok Rentan, dan Penyandang Disabilitas 

Pada tahun 2020, KOMPAK dan mitra melakukan empat penelitian utama yang secara langsung 

menganalisis dampak pandemi COVID-19 pada kelompok rentan.22 Tujuan dari penelitian tersebut 

adalah mendukung pemerintah merespons COVID-19 dengan memberikan rekomendasi 

berbasis bukti yang dapat menghasilkan kebijakan dan prioritas skala nasional dan daerah. 

22	 Ibid.
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Survei tentang Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 pada 
Penyandang Disabilitas 

KOMPAK mendukung kajian cepat atas dampak pandemi COVID-19 terhadap penyandang 

disabilitas. Survei daring ini dilakukan bekerja sama dengan Jaringan DPO Respon COVID-19 

Inklusif—jaringan dari 34 Organisasi Penyandang Disabilitas—MAHKOTA, PEDULI, AIPJ2, dan 

lembaga pembangunan internasional lainnya. Survei ini mengumpulkan informasi yang berasal 

dari ± 1.500 responden di 32 provinsi. 

Survei ini menemukan bahwa COVID-19 secara signifikan memengaruhi pendapatan penyandang 

disabilitas. Enam dari tujuh penyandang disabilitas (86%) yang disurvei mengalami penurunan 

pendapatan sejak pandemi terjadi. Mereka yang bekerja di sektor informal sangat terdampak 

dengan penurunan pendapatan sebesar 50% sampai 80%. Di sektor formal, pendapatan 

turun sebesar 20%. Penyandang disabilitas dengan pekerjaan yang bergantung pada interaksi 

langsung dengan pelanggan (misalnya tukang pijat, penata rambut, dll.) mengalami penurunan 

pendapatan terbesar, sementara sebagian kecil (<2%)—kebanyakan penjahit—mendapatkan 

peningkatan pendapatan karena meningkatnya pesanan alat pelindung diri, seperti masker 

kain dan baju medis. Survei tersebut juga menemukan bahwa kelompok tertentu mengalami 

penurunan pendapatan terbesar. Ini termasuk penyandang disabilitas lansia (di atas 60 tahun), 

tidak atau berpendidikan formal rendah, dan memiliki disabilitas ganda.

KOMPAK dan MAHKOTA telah menindaklanjuti survei ini dengan studi kualitatif yang lebih 

terperinci di tujuh provinsi untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih lengkap. 

Temuan awal mengonfirmasi bahwa penyandang disabilitas telah mengalami kerugian besar 

terkait ekonomi akibat COVID-19 dan menghadapi tantangan tambahan dalam mengakses 

obat-obatan serta perawatan medis. Perempuan dalam rumah tangga dengan anggota keluarga 

penyandang disabilitas juga terkena dampak langsung karena peran ganda mereka sebagai 

pengasuh yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya pendapatan.

Studi ini juga menemukan bahwa cakupan bantuan telah meningkat secara signifikan 

dibandingkan dengan masa awal pandemi, termasuk BLT-Dana Desa yang ditujukan kepada 

keluarga miskin namun tidak terdaftar dalam sistem perlindungan sosial nasional. Program 

bantuan sosial ini sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Studi ini juga menyoroti 

perlunya langkah-langkah untuk memastikan kualitas data sesuai standar dalam pendataan 

penyandang disabilitas.
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Berdasarkan hasil survei dan studi tersebut, KOMPAK bekerja sama dengan MAHKOTA menyusun 

catatan kebijakan. Dalam catatan kebijakan ini, KOMPAK menaruh fokus pada dampak kesehatan, 

pendidikan, dinamika gender, dan respons pemerintah desa dalam membantu penyandang 

disabilitas melalui program bantuan sosial (khususnya BLT-Dana Desa). Laporan tersebut akan 

diterbitkan pada 2021.

Survei untuk Memahami Dampak COVID-19 terhadap 
Perempuan dan Kelompok Rentan 

Pada bulan Juni 2020, PEKKA dengan dukungan KOMPAK, MAMPU, dan Women’s Voice and 

Leadership (WVL-GAC) melakukan survei terhadap lebih dari 6.000 rumah tangga di 17 provinsi. 

Survei tersebut memberikan wawasan tentang dampak pandemi pada perempuan dan kelompok 

rentan, akurasi dari data perlindungan sosial yang ada, dan tantangan dalam proses konsultasi 

desa inklusif dengan adanya pembatasan sosial.

Karakteristik peserta survei menggambarkan beberapa kerentanan bertumpuk yang sering 

dihadapi masyarakat. 

Kerentanan Persentase responded

Rumah tangga yang dikepalai perempuan 20,13%

Jenjang pendidikan tertinggi tingkat SD 50,03%

Pekerja sektor informal 87,7%

Anggota keluarga penyandang disabilitas 4,35%

Anggota keluarga lansia tinggal bersama di rumah 18,15%

Kesimpulan survei tersebut adalah bahwa pendekatan berbasis masyarakat untuk pengumpulan 

data dan pemberian layanan sangat penting untuk efektivitas distribusi bantuan sosial, sehingga 

harus dimasukkan ke dalam kebijakan nasional. Pendekatan ini termasuk melibatkan masyarakat 

dalam pemantauan dan pendistribusian BLT-Dana Desa, pelaksanaan program sosialisasi di 

desa untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan kelompok rentan, penggunaan sistem informasi 

desa untuk mendokumentasikan kelompok tersebut dan kerentanannya, serta verifikasi dan 

validasi data DTKS di tingkat masyarakat.
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Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi: 

	• Akurasi data kelompok rentan. Ketidakakuratan status perkawinan dan dokumen 

kependudukan dapat menyebabkan duplikasi atau pengecualian dari program. 

Pengumpulan dan pengelolaan data berbasis masyarakat telah terbukti menjadi cara 

yang paling efektif untuk memverifikasi dan memvalidasi jenis data yang ada, seperti untuk 

DTKS dan dokumen kependudukan.

	• Perempuan dan kelompok marginal masih terpinggirkan dari sebagian besar proses 

penyampaian aspirasi dan musyawarah desa. Beberapa penyebabnya antara lain 

pelaksanaan/peraturan yang tidak memadai, waktu penyampaian aspirasi yang tidak 

cukup, dan perwakilan kelompok elite yang mendominasi aspirasi. Untuk mengatasinya, 

diperlukan pedoman dan pelatihan yang jelas bagi aparat desa, serta mekanisme untuk 

memantau dan menegakkan atau mendorong inklusivitas.

	• Program afirmatif untuk perempuan dan kelompok terpinggirkan perlu lebih diperkuat 

untuk merespons kebutuhan spesifik setiap kelompok, misalnya layanan kesehatan 

seksual dan reproduksi bagi perempuan, dukungan kepada pengasuh (terutama ibu) untuk 

mengawasi sekolah daring anak-anak mereka, dan layanan lainnya, khususnya selama 

pandemi, untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak. 

Temuan dan rekomendasi tersebut diadvokasikan melalui webinar bertajuk “Feminisasi 

Kemiskinan dan Efektivitas Bantuan Sosial dalam Merespons Pandemi COVID-19.” Menteri 

Kemendesa PDTT menjadi pembicara utama dan dihadiri lebih dari 1.200 perwakilan kementerian, 

pejabat pemerintah daerah, dan anggota masyarakat. 

Catatan Kebijakan tentang Respons dan Pencegahan Dampak 
COVID-19 pada Anak-Anak dan Individu yang Rentan 

Bappenas, dengan dukungan PUSKAPA, UNICEF, dan KOMPAK, menerbitkan catatan kebijakan 

yang menguraikan kelompok utama  paling rentan terhadap dampak COVID-19, sebagai 

rekomendasi untuk upaya respons di masa depan. Kebijakan ini juga memuat perkiraan 

jumlah individu yang rentan, dengan menggunakan definisi yang telah dimodifikasi, yang harus 

ditargetkan untuk mendapatkan bantuan sosial.
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Poin utama dari catatan kebijakan tersebut adalah bahwa kerentanan terhadap dampak COVID-19 

tidak semata-mata ditentukan oleh kemiskinan. Pandemi dapat memperburuk kerentanan yang 

sudah ada, sementara kelompok rentan baru muncul. Oleh karena itu, bantuan sosial dan upaya 

penanganan COVID-19 lainnya, seharusnya tidak hanya menargetkan individu dan rumah tangga 

miskin. Tetapi juga mempertimbangkan ukuran kerentanan yang lebih luas dan lebih dinamis.23

Naskah Penelitian tentang Aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi 
Sosial dari Program BANGGA Papua 

KOMPAK bekerja sama dengan MAHKOTA memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi 

Papua dalam pengembangan dan pelaksanaan BANGGA (Bangun Generasi dan Keluarga Papua 

Sejahtera) Papua. BANGGA Papua adalah program hibah untuk anak secara menyeluruh yang 

diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Papua dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus 

(Otsus). Hingga bulan Juli 2020, terdapat 23.000 ibu dan wali perempuan yang menerima 

tunjangan untuk 32.000 anak. Di luar tujuan program untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak 

asli Papua, menstimulus ekonomi mikro dari tingkat desa hingga kabupaten, dan mengurangi 

kemiskinan di daerah sasaran, program ini memiliki fokus kesetaraan gender dan inklusi sosial 

(GESI) yang kuat dengan menargetkan perempuan dan anak-anak Orang Asli Papua (OAP) 

sebagai penerima manfaat utama.

KOMPAK melakukan studi program BANGGA Papua dari perspektif kesetaraan gender dan inklusi 

sosial yang hasilnya akan diterbitkan pada tahun 2021. Studi ini didasarkan pada kombinasi 

sumber data primer dan sekunder, termasuk wawancara dan diskusi kelompok terfokus yang 

dilakukan di tiga kabupaten uji coba pada bulan Maret 2020. Laporan dan rekomendasinya 

melengkapi Evaluasi Proses BANGGA Papua yang diterbitkan pada akhir tahun 2020.

Secara keseluruhan, studi ini menyimpulkan bahwa desain awal program BANGGA Papua 

dan tujuan program sejalan dengan nilai dan prinsip GESI. Bantuan langsung tunai kepada 

perempuan—berdasarkan aspirasi mereka—memberi mereka keleluasaan dalam menggunakan 

dana ini dan mengarah pada perbaikan kesehatan dan gizi anak-anak.

 

23	 Silakan merujuk ke bagian PASH dari laporan ini untuk perincian lebih lanjut.
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Hasil penelitian menyebutkan bahwa program BANGGA Papua menunjukkan indikasi awal 

perubahan yang positif, tetapi juga ada beberapa dampak yang tidak diinginkan. Penting bagi 

pemerintah provinsi dan mitra pembangunan untuk memantau dengan cermat perubahan-

perubahan ini, baik positif maupun negatif, dan kemjdiankemudian menyesuaikan program 

serta penyampaian pesan dengan sasaran yang dituju. Diperlukan penilaian yang sesuai 

terhadap risiko program dan pemahaman tentang potensi dampak negatif yang dapat terjadi 

dari kelanjutan, peningkatan atau penurunan skala, ataupun pengubahan desain program. 

Program ini memiliki potensi yang sangat besar, tetapi untuk mewujudkannya, program harus 

terus dikaji dan ditingkatkan. Lihat bagian Pengelolaan Keuangan Publik (PFM) dari laporan ini 

untuk rincian lebih lanjut tentang dukungan KOMPAK. 

Rekomendasi dari berbagai penelitian yang disebutkan di atas telah digunakan untuk 

mendukung advokasi penanganan COVID-19 yang lebih inklusif oleh pemerintah pusat dan 

daerah. Misalnya, sejalan dengan temuan studi PUSKAPA yang didanai KOMPAK tentang definisi 

kerentanan (Perluasan Makna Kerentanan), KOMPAK mengadvokasi pelibatan kelompok rentan, 

kepala keluarga perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, serta masyarakat yang tidak 

memiliki dokumen kependudukan sebagai kelompok sasaran utama program perlindungan 

sosial pemerintah daerah. Usulan kriteria kelompok rentan tersebut diadopsi dalam peraturan 

daerahdaerah terkait penanganan COVID-19 oleh pemerintah. 

Beberapa sorotan utama dari kegiatan advokasi dan penjangkauan KOMPAK meliputi:

	• Pada bulan November 2020, KOMPAK 

mempresentasikan praktik baik dan 

pembelajaran dari layanan dasar inklusif 

di Temu Inklusi—forum nasional dua 

tahunan yang membahas tentang 

permasalahan yang dihadapi para 

penyandang disabilitas di Indonesia. 

Perwakilan dari tiga pemerintah daerah 

di tiga kabupaten wilayah kerja KOMPAK 

mempresentasikan inovasi lokal mereka 

dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip 

inklusif disabilitas ke dalam layanan PASH 
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di Aceh, sistem pendidikan di Pekalongan, Jawa Tengah, dan proses pengambilan keputusan 

pembangunan daerah di Trenggalek, Jawa Timur. Presentasi mereka menyoroti perbaikan 

signifikan yang dihasilkan dari inovasi ini, misalnya jumlah sekolah inklusi meningkat dari 

tujuh menjadi 20 untuk jenjang SD dan dari tiga menjadi 20 SMP melalui Program Gerakan 

Kudu Sekolah di Pekalongan. Sebanyak 323 anak putus sekolah penyandang disabilitas 

berhasil diidentifikasi dan diberi kesempatan untuk bersekolah. 

	• KOMPAK bersama DPO—organisasi penyandang disabilitas—dan lembaga pembangunan 

lainnya peserta Temu Inklusi menyusun catatan kebijakan mengenai perencanaan layanan 

sekolah bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari Rencana Induk Penyandang 

Disabilitas (RIPD).

Melaksanakan Program untuk Mempromosikan Kesetaraan 
Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Inklusi Sosial 

KOMPAK telah memberikan bantuan untuk meningkatkan inklusivitas pemberian layanan dasar 

dan bantuan sosial. Bantuan diberikan melalui investasi lintas sektor dalam sistem informasi 

desa dan pencatatan sipil, mekanisme partisipasi masyarakat dan akuntabilitas sosial, serta 

inisiatif pemberdayaan perempuan.

Pengumpulan data

KOMPAK telah bekerja sama dengan pemerintah desa dan kabupaten untuk meningkatkan 

pengumpulan dan penggunaan data kelompok rentan guna menunjang penanganan COVID-19 

yang lebih tepat sasaran. Hal ini dicapai melalui penguatan peran dan kapasitas fasilitator 

PASH yang secara aktif mengidentifikasi dan membantu perempuan dan individu rentan untuk 

mendapatkan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran. Model ini terbukti penting dalam 

respons COVID-19 guna melengkapi program perlindungan sosial dan meningkatkan jenis data 

untuk sistem informasi desa. Sistem informasi ini menjadi alat penting dalam mengidentifikasi 

penerima manfaat program perlindungan sosial serta untuk memverifikasi dan memvalidasi 

data di DTKS. 
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Partisipasi Kelompok

Keterwakilan perempuan dan kelompok rentan yang efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan 

respons COVID-19 menjadi prioritas utama KOMPAK. Bukti lintas sektor menunjukkan bahwa 

kebijakan yang tidak meminta pendapat kelompok perempuan atau tidak melibatkan mereka 

dalam pengambilan keputusan menjadi kurang efektif, dan bahkan dapat merugikan.24 

KOMPAK telah mengadvokasi pemerintah untuk memperkuat mekanisme partisipasi dan 

akuntabilitas masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Ini termasuk pengembangan dan 

percontohan model, seperti forum praperencanaan untuk perempuan dan kelompok rentan 

(Musyawarah Khusus), mekanisme aspirasi masyarakat (Posko Aspirasi), dan program bantuan 

sosial (BANGGA Papua). Model-model ini juga terbukti berguna dalam respons COVID-19, 

menyediakan kerangka kerja untuk melibatkan perempuan dan kelompok rentan.25 

Pada awal tahun 2020, KOMPAK menyelesaikan asesmen GESI pada dua model, yaitu Musrenbang 

Inklusif dan BANGGA Papua (telah diuraikan sebelumnya). 

Musrenbang Inklusif memberikan ruang bagi perempuan dan kelompok rentan untuk 

berpartisipasi dalam proses Musrenbang dan meningkatkan kemampuan mereka untuk 

mencapai hasil positif bagi kelompoknya, seperti peningkatan alokasi anggaran yang ditujukan 

bagi perempuan dan kelompok rentan. Hal ini menggembirakan mengingat 75% desa dampingan 

KOMPAK yang disurvei pada Desember 2020 (di luar Papua) telah mengadopsi model tersebut.

Namun, asesmen tersebut juga menemukan bahwa model tersebut dapat diperkuat dengan 

perbaikan pada keseluruhan pedoman dan metodologi pelibatan kelompok rentan. Tim GESI 

mencatat bahwa forum-forum ini biasanya terlalu formal di tingkat desa, terlalu banyak orasi di 

kecamatan, dan agendanya terlalu padat di tingkat kabupaten. Artinya, tidak ada cukup waktu 

yang dialokasikan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok rentan. Memperjelas peran selama 

pertemuan, meningkatkan pelatihan untuk fasilitator, meningkatkan identifikasi melalui sistem 

informasi desa, dan meningkatkan keterwakilan dari desa dan tingkat pemerintahan lainnya 

akan membantu dalam peningkatan hasil forum ini. 

24	 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-
impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406

25	 Silakan juga merujuk ke bagian Akuntabilitas Sosial untuk detailnya.
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RE
SE

A
RC

H

Penelitian 

Saat KOMPAK mendekati tahun terakhirnya sebelum berakhir pada 

bulan Juni 2022, ada peningkatan kebutuhan untuk menunjukkan 

hasil yang membuktikan efektivitas model yang sudah diujicobakan 

dan bantuan teknis yang telah diberikan. Berbagai bukti dan hasil 

ini berguna bagi KOMPAK dan mitra dalam menyusun rencana 

dan keberlanjutan program, mengadvokasi pengembangan dan 

replikasi, serta membantu penyusunan dokumentasi untuk serah 

terima program kepada mitra pemerintah. Berikut ini adalah 

daftar penelitian dan kajian evaluasi, selain bantuan teknis yang 

sedang berlangsung dan dukungan analisis yang diberikan oleh 

tim KOMPAK.
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Daftar penelitian dan kajian evaluasi

Diterbitkan tahun 202026 

Respons terhadap COVID-19

Dampak COVID-19 
terhadap Penyandang 
Disabilitas di Indonesia

Tujuan: Memahami bagaimana pandemi COVID-19 berdampak 
buruk bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek termasuk 
sosial, ekonomi, pendidikan, dan kontribusi potensial penyandang 
disabilitas.

Metode utama: Kuantitatif. 

Ruang Lingkup: 1.683 responden penyandang disabilitas dari 32 
provinsi.

Analisis Dampak 
COVID-19 terhadap PAUD

Tujuan: Menghasilkan analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap 
PAUD dan bagaimana kebijakan pemerintah merespons situasi yang 
sedang berlangsung.

Metode utama: Kuantitatif dan kualitatif.

Ruang Lingkup: Tiga kabupaten (Brebes, Pemalang, dan Sumbawa).

Analisis Kebijakan 
Nasional Dampak 
COVID-19 terhadap UKM

Tujuan: Mengukur dampak pandemi COVID-19 terhadap UKM di 
Indonesia dan mengidentifikasi respons atas kebijakan tertentu yang 
diterbitkan pemerintah. 

Metode utama: Kuantitatif dan kualitatif.

Ruang Lingkup: Seluruh Indonesia.

26 	Mungkin belum dipublikasikan untuk umum, namun analisisnya bersifat final dengan diseminasi terbatas.
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Umum

Analisis APB Desa 2019 di 
Wilayah Kerja KOMPAK

Tujuan: (1) Menganalisis pengeluaran di desa dampingan KOMPAK 
untuk menilai apakah ada peningkatan alokasi anggaran untuk 
layanan dasar (pendidikan dan kesehatan); dan (2) Mengetahui 
faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dan mendorong 
perubahan belanja di tingkat desa.

Metode Utama: Analisis kuantitatif anggaran desa dan peraturan 
daerah terkait.

Ruang Lingkup: Semua desa dampingan KOMPAK.

Evaluasi Inisiatif UMD di 
Aceh, Jawa Timur, dan 
Sulawesi Selatan

Tujuan: Membahas persoalan apakah model UMD KOMPAK: (1) 
Eefektif dalam menghubungkan universitas dan mahasiswa dengan 
desa dan program pembangunan; dan (2) merupakan pendekatan 
yang efisien untuk mengatasi masalah pembangunan.

Metode Utama: Kualitatif melalui desk-review dokumen proyek, 
wawancara mendalam, dan analisis nilai atas investasi yang diberikan 
(value-for-money).

Ruang Lingkup: Semua universitas uji coba UMD, dengan studi 
kasus terpilih.

Studi Usaha Mikro dan 
Kecil (UMK) tentang Profil 
Kebutuhan Pembiayaan: 
Kesenjangan Penawaran 
dan Permintaan

Tujuan: Mengidentifikasi segmen UMK yang belum terlayani dan 
merumuskan kemungkinan sumber pembiayaan untuk jenis usaha 
tersebut.

Metode Utama: Kualitatif.

Ruang Lingkup: Tiga kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan 
satu kabupaten di Yogyakarta.
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Umum

Studi Kelayakan Uji 
Coba Blockchain dan 
Teknologi Lainnya untuk 
Mendukung BANGGA 
Papua

Tujuan: Mengidentifikasi kelayakan penerapan blockchain atau 
teknologi lain yang dapat mendukung program BANGGA Papua 
untuk diterapkan dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan 
terjangkau.

Metode Utama: Kualitatif.

Ruang Lingkup: Kabupaten Asmat, Papua.

Studi Midline PASH Tujuan: (1) Menilai perubahan terkait PASH periode 2015–2019 
dan apakah telah selaras dengan capaian yang diharapkan; (2) 
Meninjau kontribusi, jika ada, intervensi atau kegiatan KOMPAK 
terhadap perubahan tersebut; (3) Mengkaji tingkat layanan dan 
keterhubungan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan 
sosial, dan PASH; dan (4) Mendalami peluang dan tantangan dalam 
peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan serta 
penguatan desa, transparansi anggaran, dan akuntabilitas sosial 
untuk mendukung PASH.

Metode Utama: Kuantitatif, dilengkapi kualitatif untuk memahami 
proses dan peran KOMPAK/mitra.

Ruang Lingkup: Lima provinsi, sepuluh kabupaten.

PASH dalam Situasi 
Pascabencana

Tujuan: (1) Mengumpulkan informasi terkait proses pemulihan 
layanan PASH pascabencana; (2) Mengumpulkan informasi tentang 
penggunaan data kependudukan dalam proses pemulihan 
pascabencana; (3) Mengembangkan konsep layanan PASH dalam 
strategi kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko bencana, dan 
mekanisme tanggap darurat yang melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Metode Utama: Kualitatif.

Ruang Lingkup: Lombok Utara (NTB) dan Sigi (Sulawesi Tengah).
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Umum

PASH untuk Kelompok 
Rentan

Tujuan: (1) Mengidentifikasi definisi dan karakteristik kelompok 
rentan terhadap layanan PASH; (2) Mengkaji kebijakan kementerian 
terkait yang berpotensi menjangkau kelompok rentan; (3) 
Mengidentifikasi praktik baik untuk layanan tertentu yang telah 
diterapkan di beberapa lokasi; (4) Memberikan rekomendasi 
kebijakan untuk layanan PASH yang lebih inklusif.

Metode Utama: Kualitatif.

Ruang Lingkup: Seluruh Indonesia.

Analisis Kendala 
Anggaran

Tujuan: (1) Memberikan analisis kinerja keuangan daerah di 
beberapa kabupaten wilayah kerja KOMPAK; (2) Memberikan 
analisis efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan SKPD/OPD di 
beberapa sektor (pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, 
dan pengembangan ekonomi lokal); dan (3) Memberikan contoh 
metodologi sederhana bagi pemerintah daerah maupun para 
pemangku kepentingan di daerah dalam melakukan analisis serupa.

Metode Utama: Kuantitatif, review pengeluaran untuk mengukur 
efektivitas dan efisiensi (menggunakan LAKIP dan EKPPD).

Ruang Lingkup: Semua kabupaten di wilayah kerja KOMPAK.

Akademi Paradigta 
Analisis Pelatihan 
Kepemimpinan 
Perempuan (PEKKA) 

Tujuan: Mendokumentasikan model Akademi Paradigta sebagai 
model pemberdayaan perempuan.

Metodologi: Kualitatif melalui desk-review dokumen proyek dan 
peraturan, diskusi kelompok terarahterfokus, dan wawancara 
mendalam

Ruang Lingkup:  Brebes (Jawa Tengah) dan Lombok Timur dan 
Utara (NTB).
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Umum

Analisis situasi KOMPAK 
(untuk internal)

Tujuan: (1) Memberikan latar belakang sosial ekonomi tempat 
KOMPAK beroperasi dengan menggunakan berbagai sumber data 
sekunder termasuk SUSENAS dan PODES; dan (2) Memberikan 
landasan untuk memperkuat intervensi berdasarkan kondisi wilayah 
kerja KOMPAK terkini.

Metode Utama: Kuantitatif

Ruang Lingkup: Semua wilayah kerja KOMPAK

Topik yang dibahas pada 2020:

1.	Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun 2021

2.	Indonesia Mengalami Lonjakan Kemiskinan di Tengah Pandemi

3.	Indonesia Maju sebagai Negara Berpenghasilan Menengah Atas

4.	Profil Badan Permusyawaran Daerah (BPD) Dampingan KOMPAK

5.	Daerah Tertinggal 2020–2024

6.	Status PASH KOMPAK 2019

7.	Disabilitas di Wilayah Kerja KOMPAK 2019

8.	Kemiskinan dan Ketimpangan, September 2019

9.	Sensus Penduduk Indonesia 2020
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Total pengeluaran KOMPAK dari Januari hingga Desember 2020 

tercatat sebesar $15,59 juta27 (tidak termasuk biaya manajemen). Dari 

pengeluaran tersebut, sebanyak 44% digunakan untuk biaya kegiatan, 

49% untuk biaya personel, dan 7% untuk biaya operasional. 

Pengeluaran KOMPAK tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan 

tahun 2019 untuk semua kategori pengeluaran—biaya personel  ($7,55 

juta pada 2020 dan $8,1 juta pada 2019), biaya operasional ($1,12 

juta pada 2020 dan $2,3 juta pada 2019), dan biaya kegiatan ($6,92 

juta pada 2020 dan $10,1 juta pada 2019). Penurunan ini terutama 

disebabkan oleh pembatasan terkait COVID-19 yang berdampak pada 

kegiatan KOMPAK selama tiga kuartal tahun ini. Sejak bulan Maret 2020, 

personel KOMPAK beralih ke mode Work-from-Home/WFH (bekerja dari 

rumah) dan sebagian besar kegiatannya dilakukan secara virtual. Oleh 

karena itu, biaya kegiatan dan operasional mengalami penurunan yang 

signifikan dari alokasi anggaran. Namun, biaya personel meningkat 

(meskipun nilai pengeluarannya masih lebih rendah dari alokasi 

anggaran).

Pengeluaran tingkat daerah mencapai 41% dari total pengeluaran 

(tidak termasuk biaya manajemen). Pengeluaran tingkat nasional lebih 

besar untuk personel karena lintas sektor, penghentian bertahap, dan 

dukungan lainnya (tim Executive dan Performance), serta alokasi untuk 

tenaga ahli dalam tim Implementasi yang memberikan dukungan teknis 

kepada mitra di tingkat daerah dan pusat (tetapi berkantor di Jakarta). 

Investasi daerah terbesar—20% dari total pengeluaran—berada di 

Papua ($3,15 juta), sebagian besar melalui Program LANDASAN dan 

mitra hibah BaKTI. Investasi di provinsi lain berkisar antara $0,49 hingga 

$0,79 juta tahun ini.

Dari pengeluaran kegiatan ($6,92 juta), sebagian besar digunakan untuk 

Kegiatan Unggulan (83%) dan sisanya untuk kegiatan lintas sektor atau 

kegiatan non-unggulan dan dukungan program.

27	 Semua $ mengacu ke dolar Australia
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Total  
Pengeluaran

Pengeluaran Nasional dan Daerah
Januari-Desember 2020	 Total = $15,59 juta

Persentase pengeluaran tingkat nasional dan daerah
2015–2020	

NATIONAL

SUB-NATIONAL

$15.591.428

50%

50%

68% 58%

32% $6,35 Juta

$9,24 juta

42%

 Biaya Kegiatan	  Biaya Personil	  Biaya Operasional

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2015 Q4    2016 Q2   2016 Q4   2017 Q2   2017 Q4   2018 Q2   2018 Q4   2019 Q2   2019 Q4   2020 Q2   2020 Q4

 Nasional	  Daerah
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62%

DAERAH 
38%
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Persentase biaya, menurut 
jenis kegiatan

Januari–Desember 2020	

Total = $15,59 juta
44% 49%

7%

Biaya Kegiatan

$6,92 juta Biaya Personil

$7,55 juta
Biaya Operasional

$1,12 juta

$3,15 juta

$0,79 juta

$0,76 juta

$0,60 juta

$0,57 juta

$0,49 juta

Total Pengeluaran Daerah
Januari–Desember 2020	 Total = $6,35 juta

 Biaya Kegiatan	  Biaya Personil	  Operational Costs

Papua

Jawa Timur

NTB

Aceh

Jawa Tengah

Sulawesi Selatan
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Total biaya kegiatan berdasarkan Kegiatan Unggulan 
Januari–Desember 2020	 Total = $6,92 juta

Kegiatan Unggulan Anggaran Pengeluaran Aktual % pengeluaran

Pengelolaan Keuangan Publik (PFM) 1.177.99,91 1.042.657,21 89%

PASH 1.271.634,76 1.034.069,51 81%

Penguatan Kecamatan dan Desa 1.392.759,66 1.706.590,15 123%

Sistem Informasi Desa 935.121,62 965.871,84 103%

Akuntabilitas Sosial 471.431,64 735.780,91 156%

Pengembangan Ekonomi Lokal 298.728,65 256.891,70 86%

Lintas Sektor (GESI dan Inovasi 
Digital)

243.226,19 193.534,35 80%

Penghentian Bertahap 143.667,27 82.012,38 57%

Lainnya (Pemerintah, Penelitian, P&A, 
Komunikasi, melanjutkan program 
2019)

1.120.267,01 897.533,65 80%

Total 7.054.828,71 6.914.941,70 98%

Total biaya kegiatan – nasional dan daerah
 

Daerah Anggaran Pengeluaran Aktual % pengeluaran

Nasional 3.279.404,42 3.450.724,05 105%

Aceh 271.112,51 99.543,21 37%

Jawa Tengah 329.737,32 107.762,45 33%

Jawa Timur 414.561,61 182.429,19 44%

Papua and Papua Barat 2.169.044,39 2.828.496,85 130%

Sulawesi Selatan 266.672,89 79.712,55 30%

Nusa Tenggara Barat 324.295,57 166.273,40 519%

Total 7.054.828,71 6.914.941,70 98%
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Lampiran 1. Daftar Indikator KOMPAK 2020  
(Rencana Kerja Reguler)

# Ref 
KPI

Indikator Target Hasil Capaian

1. Sistem dan Analisis Pengelolaan Keuangan Publik

1.1. Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten agar menggunakan sistem dan analisis 
Pengelolaan Keuangan Publik untuk perencanaan dan penganggaran (SEPAKAT, Analisis Kendala, dan 
SPM)

1 % kabupaten 
dampingan KOMPAK 
yang mengintegrasikan 
SPM ke dalam rencana 
pembangunan jangka 
menengah, rencana 
kerja tahunan, dan 
mengalokasikan dana untuk 
pencapaian SPM.

100% • 87% (20 Kabupaten).

2 % kabupaten di wilayah kerja 
KOMPAK yang melaporkan 
pencapaian tahunan 
kerangka kerja monitoring 
SPM kesehatan dan 
pendidikan.

100%  
(di luar  

tahun 2020)

• 13% (3 dari 24 kabupaten di wilayah kerja 
KOMPAK, yaitu Aceh Barat, Pekalongan, 
dan Brebes telah melaporkan Standar 
Pelayanan Minimum (SPM) bidang 
kesehatan dan kerangka pemantauan 
atau instrumen pemantauan dan evaluasi 
pendidikan tahun 2019).

	• Catatan: Semua kabupaten di wilayah 
kerja KOMPAK di luar Papua dan 
Papua Barat (16 kabupaten) telah 
melaporkan pelaksanaan SPM 
kesehatan dan pendidikan di tahun 
2019. Sementara di wilayah Papua, 
Kabupaten Jayapura dan Kaimana 
melaporkan pelaksanaan SPM 
kesehatan dan pendidikan (2 dari 8 
kabupaten).
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# Ref 
KPI

Indikator Target Hasil Capaian

3 # kabupaten di wilayah 
kerja KOMPAK yang 
menggunakan sistem PFM 
untuk perencanaan dan 
penganggaran kabupaten.

Tidak ditarget • 10 kabupaten

4 Skor rata-rata kabupaten 
dalam penggunaan sistem 
PFM untuk mendukung 
perencanaan dan 
penganggaran.

>4 • 4.4

5 Contoh bagaimana 
kabupaten menggunakan 
sistem PFM untuk 
perencanaan dan 
penganggaran.

Tidak ditarget • 	• Penyusunan RPJMD di Kabupaten 
Bantaeng dan Pangkep menggunakan 
hasil analisis SEPAKAT terutama 
mengenai gambaran umum kondisi 
wilayah.

	• Hasil analisis SEPAKAT digunakan 
untuk perencanaan program 
pengentasan kemiskinan di Kab. 
Pacitan, Bondowoso, dan Trenggalek.

1.2. Meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengakses dan menggunakan 
dana pemerintah pusat (DAK fisik dan nonfisik, serta DID) untuk mendukung pemberian layanan dan 
pelembagaan model KOMPAK.

6 % proposal DAK fisik yang 
diajukan melalui aplikasi 
KRISNA telah disetujui.

Tidak ditarget • 100% provinsi dan kabupaten di wilayah 
kerja KOMPAK (7 provinsi dan 24 
kabupaten telah mengajukan proposal 
DAK Fisik untuk sektor pendidikan dan 
kesehatan melalui KRISNA dan sudah 
mendapatkan alokasi untuk TA 2021).

7 % jumlah DAK fisik yang 
dialokasikan untuk pelayanan 
kesehatan dan pendidikan 
dasar.

Rata-rata 
nasional 

• 60% cakupan secara nasional di TA 2020. 

63% cakupan di wilayah kerja KOMPAK 
(provinsi dan kabupaten) pada TA 2020.
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# Ref 
KPI

Indikator Target Hasil Capaian

8 % dan nilai di kabupaten 
wilayah kerja KOMPAK di 
luar wilayah Papua yang 
menerima Dana Insentif 
Daerah (DID).

Peningkatan 
tahun ke tahun

• TA 2020: 58% (14 kabupaten).

TA 2021: 67% (16 kabupaten, semua 
kabupaten di wilayah kerja KOMPAK di 
luar wilayah Papua).

9 % kabupaten wilayah kerja 
KOMPAK yang menyelesaikan 
analisis pembiayaan SPM 
dan hasil yang digunakan 
untuk mengalokasikan DAK 
nonfisik.

Tidak ditarget • 43% (10 kabupaten).

1.3. Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Aceh untuk 
melaksanakan kebijakan Otsus.

10 Daftar dukungan kebijakan 
serta rekomendasi yang 
diberikan (dan ditindaklanjuti, 
jika ada) dari evaluasi Otsus 
yang dilaksanakan oleh 
pemerintah provinsi.

Tidak ditarget • 	• Masukan teknis telah digunakan 
untuk Revisi UU 21/2001 tentang 
Otsus Papua dan Papua Barat 
oleh Kemenkeu, Kemendagri, dan 
Bappenas.

	• Masukan teknis pembiayaan 
sektor pendidikan, kesehatan, dan 
infrastruktur dana Otsus Papua dan 
Papua Barat untuk rancangan revisi 
UU Otsus bersama Kemenkeu.

11 Daftar dukungan kebijakan 
dan rekomendasi yang 
diberikan (dan ditindaklanjuti, 
jika ada) pada sistem transfer 
pada program hibah untuk 
anak di Papua di bidang-
bidang berikut: pembayaran, 
pendaftaran, komunikasi, dan 
tata kelola.

Tidak ditarget • Pertemuan dilakukan dengan MAHKOTA 
dan DFAT untuk mengadvokasi 
pembayaran kepada penerima manfaat 
pada tahun 2020. Hasil: MAHKOTA pergi 
ke Papua untuk melobi pemerintah 
provinsi. Surat dari tiga Bupati di tiga 
kabupaten yang diuji coba dan surat 
dari DHOM-DFAT dikirim ke Gubernur 
Papua. Namun, tidak ada pembayaran 
yang dilakukan kepada penerima manfaat 
karena prioritas penganggaran adalah 
untuk pembiayaan fasilitas olahraga 
Pekan Olahraga Nasional (PON).
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# Ref 
KPI

Indikator Target Hasil Capaian

2. PASH yang Inklusif dan Transparan

2.1. Meningkatkan cakupan, kapasitas, pembiayaan daerah, dan interkonektivitas pendekatan PASH 
berbasis desa dan kecamatan

15 % cakupan akta kelahiran 
menurut kelompok umur.

85% per 
kabupaten 
(untuk <18 

tahun)

77% (untuk <18 
tahun di rumah 
tangga miskin)

• 	• Tahun 2019: 87% (<18 tahun); 78% 
(<18 tahun, miskin).

	• Tahun 2020: 90% (<18 tahun); 92% 
(<18 tahun, miskin).

16 % desa dampingan KOMPAK 
yang memiliki Fasilitator 
PASH Desa khusus atau 
perangkat desa yang 
menyediakan layanan PASH.

Peningkatan 
tahun ke tahun

• 	• Tahun 2019: 92% (245 desa di luar 
Papua dan Papua Barat).

	• Tahun 2020: 100% (267 desa di luar 
Papua dan Papua Barat).

17 # rata-rata masyarakat di 
desa dampingan KOMPAK 
yang dibantu untuk 
mendapatkan akta kelahiran.

Peningkatan 
tahun ke tahun

• 	• Tahun 2019: 70 per desa, di luar 
Papua dan Papua Barat.

	• Tahun 2020: 37 per desa, di luar 
Papua dan Papua Barat.

2.2. Memperkuat kerja sama lintas sektor, khususnya dengan unit layanan (misalnya klinik, rumah sakit, 
dan sekolah) untuk mempercepat cakupan PASH

18 % desa yang memberikan 
setidaknya satu dokumen 
kependudukan kepada 
penyandang disabilitas dalam 
enam bulan terakhir.

Peningkatan 
tahun ke tahun

• 	• Tahun 2019: 37% (98 desa di luar 
Papua dan Papua Barat).

	• Tahun 2020: 45% (119 desa di luar 
Papua dan Papua Barat).

19 % Kecamatan (dengan 
dukungan Dukcapil) yang 
memberikan layanan 
sosialisasi ke unit layanan 
(fasilitas kesehatan 
dan pendidikan) untuk 
meningkatkan cakupan akta 
kelahiran dalam enam bulan 
terakhir.

Peningkatan 
tahun ke tahun

• 	• Tahun 2019: 68% (17 kecamatan).

	• Tahun 2020: 76% (19 kecamatan).
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# Ref 
KPI

Indikator Target Hasil Capaian

2.3 Mengembangkan dan memasukkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat layanan PASH bagi 
kelompok rentan

20 Daftar masukan kebijakan 
dan rekomendasi yang 
diberikan pada pedoman 
nasional untuk meningkatkan 
layanan PASH desa (dan 
tindakan pemerintah, jika 
ada).

Tidak ditarget • 	• Di tingkat nasional, bersama program 
unggulan SID, KOMPAK memberikan 
masukan untuk BLT-Dana Desa.

	• Di tingkat nasional, pedoman 
nasional dan serangkaian SOP untuk 
mengimplementasikan layanan PASH 
berbasis desa telah dikembangkan. 
Pedoman nasional saat ini sedang 
ditinjau oleh Bappenas.

21 Pedoman nasional untuk 
pelayanan pencatatan 
sipil bagi kelompok 
rentan yang diterbitkan 
dan disebarluaskan oleh 
Pemerintah Indonesia.

Peraturan 
diterbitkan dan 
disebar-luaskan

• 	• Pedoman nasional dan serangkaian 
SOP untuk mengimplementasikan 
layanan PASH berbasis desa telah 
dikembangkan. Pedoman nasional 
saat ini sedang ditinjau oleh Bappenas.

	• Sebagai respons pandemi COVID-19, 
KOMPAK dan PUSKAPA telah 
menyusun SOP layanan PASH untuk 
kelompok miskin dan rentan selama 
pandemi. SOP ini telah digunakan 
untuk melatih fasilitator PASH di Aceh, 
Sulawesi Selatan, NTB, Jawa Tengah, 
dan Jawa Timur.

	• Selama periode pelaporan, rancangan 
pedoman awal untuk penjangkauan 
PASH kepada kelompok miskin dan 
rentan telah dibuat, dan saat ini 
sedang dikembangkan lebih lanjut 
secara internal. 
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3. Penguatan Kecamatan dan Desa

3.1. Meningkatkan cakupan dan mendukung pelembagaan model pemerintahan kecamatan dan desa 
(PTPD dan PbMAD)

22 % dari semua kecamatan 
di kabupaten wilayah kerja 
KOMPAK yang menerapkan 
model PTPD.

100% • 47% (177 dari 373 kecamatan di seluruh 
kabupaten, di luar Papua dan Papua 
Barat).

23 # kabupaten di luar 
kabupaten wilayah kerja 
KOMPAK, yang mereplikasi 
model PTPD dengan 
dukungan KOMPAK.

Tidak ditarget • 3 kabupaten:

	• Sumenep (Jawa Timur)

	• Barru (Sulawesi Selatan)

	• Gayo Luwes (Aceh)

24 # kabupaten di luar 
kabupaten wilayah kerja 
KOMPAK, yang mereplikasi 
model PTPD dengan 
dukungan KOMPAK.

> 4.0 dari 5 • 4,38

25 % desa yang telah menerima 
atau telah mengakses 
bantuan teknis dari fasilitator 
PTPD dalam enam bulan 
terakhir.

80% • 92% (337 desa di luar Papua dan Papua 
Barat).
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26 Daftar kebijakan yang 
didukung dan rekomendasi 
yang diberikan untuk 
memperkuat pelembagaan 
model PTPD (dan tindakan 
pemerintah terkait hal ini, jika 
ada).

Tidak ditarget • 	• Jawa Tengah: (1) SK Bupati Pemalang 
Nomor 140/532 Tahun 2020 tentang 
Pembentukan Tim Pengawas dan 
Pembina Pemerintah Desa di 
Kabupaten Pemalang dan (2) SK Bupati 
Brebes Nomor 700/594 Tahun 2020 
tentang Pembentukan Tim Supervisi 
dan Pendampingan Pemerintah Desa 
di Kabupaten Brebes.

	• Aceh: (1) Peraturan Bupati Bireuen 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pemerintahan 
Gampong di Kabupaten Bireuen; (2) 
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 
32 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pemerintahan Gampong di 
Kabupaten Aceh Barat.

	• Jawa Timur: (1) Peraturan Bupati 
Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa Bondowoso; (2) 
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Pemerintah Desa Pacitan.

 3.2. Memperkuat peran koordinasi dan pendampingan kecamatan dalam mendukung pemberian 
layanan ke desa

27 % kabupaten dengan 
peraturan tentang 
pendelegasian wewenang 
kepada camat dan anggaran 
yang dialokasikan ke 
kecamatan.

100% • 74% (17 kabupaten).
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28 % Kecamatan yang 
memfasilitasi setidaknya satu 
kali rapat koordinasi dengan 
pemerintah desa dan unit 
layanan dalam enam bulan 
terakhir.

100% • 83% (34 kecamatan).

 3.2. Memperkuat peran koordinasi dan pendampingan kecamatan dalam mendukung pemberian 
layanan ke desa

29 % anggaran desa yang 
dialokasikan untuk layanan 
dasar.

Peningkatan 
tahun ke tahun

• 	• 2017: Pendidikan (1,5%), Kesehatan 
(3,1%).

	• 2019: Pendidikan (3,6%), Kesehatan 
(5,5%).

30 % pemerintah desa yang 
menyerahkan APB Desa 
tepat waktu.

100% • 14% (66 desa).

31 % desa yang menerapkan 
model Musdes/
Musrenbangdes Inklusif 
(forum perencanaan 
pembangunan desa khusus 
untuk perempuan dan/atau 
kelompok rentan) pada siklus 
perencanaan terakhir.

Peningkatan 
tahun ke tahun

• 	• Tahun 2019: 55% (148 desa di luar 
Papua dan Papua Barat).

	• Tahun 2020: 75% (258 desa di luar 
Papua dan Papua Barat).

32 Contoh kegiatan 
yang diusulkan dalam 
Musrenbangdes untuk 
menangani kebutuhan 
perempuan dan penyandang 
disabilitas dalam pemberian 
layanan dasar yang 
dimasukkan ke dalam 
rencana akhir dan/atau 
dilaksanakan.

Tidak ditarget • Usulan kegiatan penyandang disabilitas 
saat Musyawarah Khusus Kelompok 
Rentan di Desa Jetak Pacitan tahun 2019 
untuk penyediaan alat bantu visual, kursi 
roda, kruk, alat bantu dengar, dan guru 
khusus anak berkebutuhan khusus masuk 
dalam Rencana Kerja Desa (RKP Desa) 
2020.
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3.4. Mendukung perencanaan bersama dan kolaborasi antara kabupaten, kecamatan, desa, dan unit 
layanan (mis. klinik, sekolah) dalam memberikan layanan

33 % desa di Papua/Papua 
Barat yang menerapkan 
mekanisme perencanaan 
bersama dan kerja sama 
antara desa dan unit layanan.

Peningkatan 
tahun ke tahun

• 	• Tahun 2019: 0%.

	• Tahun 2020: 9% (12 dari 139 desa di 
luar Papua dan Papua Barat).

4. Sistem Informasi Desa

4.1. Meningkatkan cakupan dan mendukung pelembagaan sistem informasi desa

34 % Desa yang memiliki Sistem 
Informasi Desa (SID atau 
model lainnya).

60% • 90% (435 desa).

35 # kabupaten yang memiliki 
regulasi dan alokasi anggaran 
untuk sistem informasi 
desa menggunakan model 
KOMPAK.

20 • 12 kabupaten.

36 % dari semua kecamatan 
di kabupaten wilayah kerja 
KOMPAK yang menerapkan 
SID.

Tidak ditarget • 52% (194 kecamatan).

37 % desa yang dananya 
dialokasikan untuk SID dan/
atau Operator SID.

Tidak ditarget • 74% (356 desa).

4.2. Meningkatkan penggunaan SID/SAIK oleh desa untuk perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan 
kegiatan lainnya

38 % pemerintah desa 
menggunakan data dari SID 
selama siklus perencanaan 
terakhir.

Peningkatan 
tahun ke tahun

• 	• Tahun 2019: 52% (216 desa).

	• Tahun 2020: 80% (325 desa).
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39 % pemerintah desa 
menggunakan data dari 
SID untuk mengidentifikasi 
dan memberikan layanan 
kepada masyarakat yang 
tidak memiliki dokumen 
kependudukan.

Peningkatan 
tahun ke tahun

• 	• Tahun 2019: 65% (271 desa).

	• Tahun 2020: 76% (311 desa).

40 % desa dengan SID yang 
memiliki data penyandang 
disabilitas, anak putus 
sekolah, anak yang terdaftar 
di PAUD, dokumen 
kependudukan, masyarakat 
miskin.

Peningkatan 
tahun ke tahun

• 	• Tahun 2019: 20% (82 desa).

	• Tahun 2020: 36% (146 desa).

41 Contoh pemerintah desa 
menggunakan SID.

Tidak ditarget • Pemanfaatan SID di ± 435 desa (90% dari 
total yang disurvei) yang menggunakan 
SID daring dan luring:

	• 83% desa menggunakan SID untuk 
mengembangkan profil desa (Podes).

	• 81% desa menggunakan SID untuk 
mendukung layanan dasar seperti 
pengurusan Surat Keterangan 
Tidak Mampu (SKTM) atau bantuan 
pendidikan (Kartu Indonesia Pintar).

	• 80% desa menggunakan SID untuk 
mendukung layanan cakupan 
administrasi kependudukan.

	• 79% desa menggunakan SID untuk 
perencanaan dan pelaksanaan 
tanggap darurat COVID-19.

	• 82% desa menggunakan SID untuk 
penetapan target BLT-Dana Desa.

	• 87% desa menggunakan SID untuk 
perencanaan dan penganggaran desa.

LA
M

PI
R

A
N

 

192

La
po

ra
n 

Ta
hu

na
n 

KO
M

PA
K

 2
02

0





# Ref 
KPI

Indikator Target Hasil Capaian

47 Contoh bagaimana 
pelatihan literasi anggaran 
telah berkontribusi pada 
hasil perencanaan dan 
penganggaran yang lebih 
baik.

Tidak ditarget • Di Desa Nipa Nipa, Kecamatan Bantaeng, 
setelah BPD melakukan pelatihan 
Sekar Desa, mereka membentuk Posko 
Aspirasi di mana masyarakat desa dapat 
menyampaikan keluhan dan aspirasi 
mereka terkait pelayanan pemerintahan 
desa. Hasil dari Posko Aspirasi tersebut 
disusun dan dilanjutkan dengan rapat 
rekapitulasi dengan 80% hasil aspirasi 
masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) Desa Prioritas tahun 2020.

48 % desa menerapkan 
mekanisme aspirasi 
masyarakat.

Tidak ditarget • 345 desa (100%) di luar Papua dan Papua 
Barat.

49 Contoh mekanisme aspirasi 
masyarakat yang dimasukkan 
ke dalam rencana dan 
anggaran desa.

Tidak ditarget • 	• Pemerintah Desa Bonto Jai di 
Kabupaten Bantaeng, Sulawesi 
Selatan mengalokasikan anggaran 
Rp 5.000.000 dalam APBD Desa 
2020 untuk penyandang disabilitas, 
termasuk kursi roda, setelah BPD 
menerima saran dari penyandang 
disabilitas selama Pekan Aspirasi.

	• Pemerintah Desa Wanatirta di 
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 
mengalokasikan anggaran 
Rp15.000.000 dalam APB Desa untuk 
membantu siswa yang rentan dan 
miskin agar mereka dapat melanjutkan 
sekolah dan tidak putus sekolah. 
Usulan bantuan siswa tersebut 
berawal dari pengaduan Forum 
Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) 
melalui Sistem Informasi Pendidikan 
Berbasis Masyarakat (SIPBM).

LA
M

PI
R

A
N

 

194

La
po

ra
n 

Ta
hu

na
n 

KO
M

PA
K

 2
02

0



# Ref 
KPI

Indikator Target Hasil Capaian

50 % desa yang menerbitkan 
anggaran desa untuk diakses 
publik.

Tidak ditarget • 99,9% (344 desa di luar Papua dan Papua 
Barat).

51 % desa yang 
menyelenggarakan 
musyawarah desa 
tentang pelaporan atau 
pertanggungjawaban 
(Musdes 
Pertanggungjawaban).

Tidak ditarget • 97% (335 desa di luar Papua dan Papua 
Barat).

52 Daftar kebijakan dan 
program yang dipelopori 
atau diadvokasi oleh 
perempuan atau kelompok 
rentan.

Tidak ditarget • Upaya advokasi anggota PEKKA telah 
membuat pemerintah desa di 13 desa, 
4 kabupaten, dan 3 provinsi (Jawa Timur, 
Aceh, dan NTB) menerbitkan SK terkait 
pelibatan kelompok perempuan dalam 
Musrenbangdes.

5.2 Memperkuat kebijakan dan pedoman nasional untuk akuntabilitas dan inklusi sosial sebagai 
implementasi UU Desa

53 Daftar kebijakan yang 
didukung serta rekomendasi 
yang diberikan untuk 
memperkuat akuntabilitas 
sosial (dan kebijakan 
pemerintah, jika ada).

Tidak ditarget • 	• Permendesa PDTT Nomor 21 
Tahun 2020 tentang Pedoman 
Umum Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, 
khususnya Pasal 84 yang mengatur 
tentang Akuntabilitas Sosial dan 
bentuk pelaksanaannya yang memuat 
pasal tentang Pos Pengaduan dan 
Jurnalisme Warga.

	• Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 
tentang Pengawasan Pengelolaan 
Keuangan Desa, khususnya pasal 
20–25 yang mengatur tentang 
pengawasan oleh BPD dan masyarakat 
sebagai bentuk akuntabilitas sosial.
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58 % perubahan laba dari tahun 
sebelumnya.

>5% • 	• 	Tahun 2019 (4 UMK): Rp 14.507.528.

	• Tahun 2020 (9 UMK): Rp 60.988.331.

Perubahan laba: 420%

6.2. Mengembangkan pedoman nasional dan mendukung model pelembagaan/pendekatan 
keperantaraan pasar (termasuk pembiayaan alternatif melalui investasi dampak sosial)

59 Daftar perbaikan pedoman, 
pelatihan, dan platform 
konektivitas yang disediakan 
untuk memperkuat 
keperantaraan pasar bagi 
usaha mikro dan kecil (dan 
kebijakan pemerintah, jika 
ada).

Tidak ditarget • 	• Pedoman Keperantaraan Pasar 
yang dikembangkan oleh Bappenas 
dan KOMPAK telah diterbitkan dan 
disebarluaskan.

	• Pelatihan e-commerce untuk pemilik 
UMK dan pejabat pemerintah 
kabupaten untuk 1.875 peserta (49% 
peserta adalah perempuan).

Catatan: Perhitungan persentase pencapaian indikator (rencana kerja reguler) didasarkan pada Survei KOMPAK 

terbaru pada bulan Desember 2020 di wilayah kerja KOMPAK. Tanggapan diterima dari 484 desa, 41 kecamatan, 

dan 23 kabupaten.
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Lampiran 2. Daftar Indikator KOMPAK 2020  
(Rencana Kerja COVID-19)

No Indikator
Kegiatan 
Unggulan 

Terkait
Target Hasil Capaian

1 Jumlah pedoman yang 
ditinjau dan diperbarui 
dengan dampingan 
KOMPAK sebagai 
respons COVID-19.

Semua 
kegiatan 
unggulan

6 pedoman • 	• Pedoman Teknis PTPD/
Kecamatan untuk memfasilitasi 
revisi anggaran desa.

	• Buku Panduan Pendataan BLT-
Dana Desa.

	• Buku Pedoman Transparansi dan 
Akuntabilitas Realisasi Anggaran 
Desa.

	• Pedoman Pemantauan 
Penanganan COVID-19 oleh BPD 
dan Masyarakat.

	• Pedoman Peran BUMDES 
sebagai lembaga yang ikut 
menyalurkan Kartu Penyangga 
Ekonomi (KPE) di Kabupaten 
Trenggalek.

2 Jumlah masukan 
kebijakan sebagai 
respons COVID-19.

PFM, KVS 4 policies • 6 kebijakan telah selesai:

	• Permendagri Nomor 40 Tahun 
2020 tentang RKPD.

	• APBN Tahun Anggaran 2021.

	• Rencana Aksi Provinsi Papua.

	• Imendagri Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Penanganan COVID-19 
di Desa Melalui Anggaran Desa.

	• Rekomendasi kebijakan 
pemerintah dalam penanganan 
COVID-19 untuk UMKM
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No Indikator
Kegiatan 
Unggulan 

Terkait
Target Hasil Capaian

9 Jumlah kecamatan 
yang menggunakan 
DTKS sebagai dasar 
pendistribusian 
program jaringan 
pengaman sosial di 
tingkat desa.

SID 75 kabupaten • 100% (24 kabupaten).

10 Jumlah masyarakat di 
desa yang difasilitasi 
untuk memperoleh 
Akta Kelahiran dan 
Kartu Keluarga dalam 
enam bulan terakhir 
melalui pemutakhiran 
data penduduk miskin 
dan rentan terdampak 
COVID-19.

PASH 23 orang • 	• 24 orang (akta kelahiran).

	• 39 orang (kartu keluarga).

11 Jumlah desa dampingan 
yang menggunakan APB 
Desa untuk respons 
COVID-19 dan diawasi 
penggunaannya oleh 
BPD dan masyarakat.

SA 20 desa • 	• 319 desa dampingan KOMPAK. 

	• 19 desa dampingan Seknas 
FITRA di kecamatan wilayah kerja 
KOMPAK. 

12 Jumlah desa yang 
memublikasikan data 
penerima manfaat 
jaring pengaman sosial 
di ruang publik.

SA 20 desa • 	• 313 desa dampingan KOMPAK. 

	• 23 desa dampingan Seknas 
FITRA di kecamatan wilayah kerja 
KOMPAK. 

13 Jumlah desa yang 
mengadakan Musdes 
Khusus untuk 
mengonsolidasikan 
data penerima manfaat 
jaring pengaman sosial.

20 desa • 	• 345 desa dampingan KOMPAK. 

	• 25 desa dampingan Seknas 
FITRA di kecamatan wilayah kerja 
KOMPAK. 
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Unggulan 

Terkait
Target Hasil Capaian

14 Jumlah desa yang 
menerima informasi 
dan materi pencegahan 
COVID-19 melalui 
jejaring PEKKA.

200 desa • 352 desa dampingan KOMPAK.

15 Jumlah kajian yang 
dilakukan mengenai 
dampak COVID-19 
dengan dampingan 
KOMPAK.

6 kajian • Selesai: 

	• Analisis APBD untuk mendukung 
Kemendagri dan Kemenkeu.

	• Dampak COVID-19 Bagi 
Penyandang Disabilitas di 
Indonesia.

	• Analisis kebijakan Nasional 
Dampak COVID-19 Terhadap 
UKM.

	• Analisis layanan PASH pada 
Anak-Anak dan Populasi Rentan. 
Selama Pandemi COVID-19.

	• Analisis Dampak COVID-19 
Terhadap PAUD.

	• Catatan Kebijakan UMD.

Belum selesai:

	• Analisis APB Desa untuk 
mendukung Kemendagri (Bina 
Pemdes) dan Kemendesa PDTT. 

Dibatalkan:

	• Analisis Data Mobilitas Digital 
sebagai Dampak COVID-19.

Catatan: Perhitungan persentase pencapaian indikator (rencana kerja COVID-19) berdasarkan Survei KOMPAK  

tentang COVID-19 pada bulan Juni 2020 di wilayah kerja KOMPAK. Tanggapan diterima dari 364 desa.
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